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BUPATI BADUNG

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 62 TAHUN 2010
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN BADUNG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM ( BLU )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum yang menyatakan, status BLU diberikan apabila seluruh
persyaratan yang meliputi: persyaratan substantif, teknis dan administratif telah
dipenuhi dengan memuaskan;

bahwa rumah sakit sebagai unit layanan publik dituntut untuk dapat
memberikan pelayanan secara profesional, fleksibel, efisien dan efektif agar
dapat memberikan pelayanan secara prima;

bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai dan secara substantif, teknis
dan administratif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung telah
memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PPK-BLU);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf
b,dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung sebagai Badan Layanan Umum
(BLU);

Undang — Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

' daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-darah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Menetapkan

10.

1.

12.

13.

14.

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang — Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang — Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN BADUNG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM ( BLU ).



Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Badung sebagai Badan Layanan Umum.
Pasal 2
(1) Penetapan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai dan memenuhi persyaratan subtantif,
teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 12 Nopember 2010

BUPATI BADUNG,
ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 12 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 42



